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Pendzhuluan

Reformasi bidang pendidikan merupakan
upaya demokratisasi pengelolaan pendidikan
yang membutuhkan proses panjang dan ber-
kelanjutan. Reformasi pendidikan memerlukan
lepedulian dan perhatian penuh pemerintah
pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat
pada umumnya. Salah satu hakikat hidup
demokeatis itu kebebasan mencari kebenaran-
Kebenaran di dalam kehidupan demokratis
;‘}gﬂlpakan perpaduan antara universal yang
idak pernah dapat dicapai dengan kebenaran
Ymaﬂg lahir dari kondisi sosial obyektif di suatu
ki;: Kebenaran itu kemungkinan-kemuné-

yang terus menerus untuk disempurna-

n memungkin-
s-luasnya bagi
dalam penye-

e Demokratisasi pendidika
d erbuka peluang yang selua
yarakat untuk berpartisipasi
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as, pros iri
, proses kemandu;ilan r.nafirasah, proses keterbukaan madrasah
an nilai ujian dan nilai raport siswa baik dar;

alami peningkatan yang signifikan.
Kunci: Otonomnii, Pendidikan Madrasah.

lenggaraan pendidikan. Masyarakat menjadi
subyek yang aktif dalam keseluruhan sistem
pendidikan dengan ikut menentukan arah kebi-
jakan, merumuskan strategi, sasaran, dan tuju-
an pendidikan serta ikut terlibat aktif dalam
implementasi. Demokratisasi pendidikan me-
refleksikan pengakuan adanya potensi dan
kekuatan masyarakat yang dapat memperkuat

pendidikan.
Demokratisasi pendidikan relevan untuk

menjawab tuntutan desentralisasi dan otonomi

daerah. Desentralisasi pendidikan harus senan-
tiasa diterapkan dalam kerangka gistem pen-

didikan nasional sebagai wahana

lihara persatuan
untuk meningkatkan

desentralisasi membul
diberi kewenangan

daerah yang
dalam mengelola daerahnya dan

patan bagi
cukup besar
lebih khusus
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lagi mengenai penyelenggaraan pendidikan.
Dalam proses pengelolaan pendidikan, desen-
tralisasi pendidikan tidak identik dengan me-
mindahkan kekuasaan dan perilaku birokrat
pemerintah pusat ke daerah. Desentralisasi
pendidikan memerlukan kesiapan pemerintah
daerah dan kapabilitas sumber daya manusia.

Sebagai usaha memperbaiki kualitas
sumber daya manusia, pemerintah melaksa-
nakan keinginan reformasi dan demokrasi
dalam penyelenggaraan pendidikan seperti di-
tuangkan dalam Propenas Tahun 2000. Peme-
rintah menerbitkan berbagai peraturan perun-
dangan di bidang pendidikan dengan harapan
pengelolaan pendidikan menjadi lebih efektif
dan efisien.

Kebanyakan para pengelola pendidikan
meyakini perubahan-perubahan siginifikan
yang dikehendaki lebih dari sekedar sikap
positif. Sekolah harus memiliki kapasitas
untuk berubah. Kapasitas tersebut merupakan
kombinasi antara aspek individu dengan aspek
kelembagaan. Kombinasi itu akan menelorkan
visi, struktur, dan sumber-sumber yang men-
dukung reformasi. Berdasarkan hasil studi di
delapan negara bagian di Amerika Serikat,
Diane Massell (Sudarwan Danim, 2003: 40)
mengidentifikasi tujuh elemen kapasitas untuk
melakukan reformasi sekolah: (1) pengetahuan
dan keterampilan guru, (2) motivasi siswa, (3)
materi kurikulum, (4) kualitas dan tipe-tipe
orang yang mendukung proses pembelajaran di
kelas, (5) kuantitas dan kualitas interaksi para
pihak di tingkat organisasi sekolah, (6) sum-
ber-sumber material, dan (7) organisasi dan
alokasi sumber-sumber sekolah di tingkat
organisasi yang membawahi sekolah itu.
Ketika kebijakan reformasi pendidikan ingin
diimplementasikan, kemampuan finansial
mendukungnya tidak terhindari. Pemikiran ini
beranjak dari realitas bahwa kemampuan di
bidang keuangan merupakan sumber frustrasi
bagi para pengelola. Alokasi anggaran yang
diperoleh dari pemerintah makin terbatas dan
tidak kontinu, demikian juga dari masyarakat.
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Berkaitan dengan masa trangig;
mentasi perubahan-perubahan itu,
kelas sebagai ujung tombak dalam
didikan, unit terkecil yang merasa
kepentingan dan terkena dampak
perubahan itu. Perubahan-perubap
tutan serta kebutuhan masyaraka
berlangsung. Di sisi lain sekolah
melangkah menerjemahkan per
bahan itu dalam wujud proses m
pembelajaran di kelas.

Di era dan semangat demokratisag]- ;
otonomi daerah, tiap sekolah ditunty; .,
selalu membenahi manajemennya yang LF"
dasarkan atas potensi sekolah atay e
sekitarnya. Perumusan berbagai kebijakay, Q
program, sekolah harus mengacu dan g,
dengan potensi yang dimiliki. Program-py,
ram yang dirumuskan harus realistis Supay,
dalam pelaksanaannya nanti tidak mendap;
kan kendala yang cukup berarti.

Madrasah Ibtidaiyyah Terpadu (M
As-Salam Ambon segera berbenah diri dal;
meningkatkan kualitas pendidikannya, wals,
pun berada dalam posisi dilematis. Ada kes:
otonomi daerah direspon oleh kalangan m
rasah dengan setengah hati. Dengan men
abaikan unsur politis, madrasah kelihatany
masih hendak digantung antara berada dala
kuasa pusat dengan berada dalam kus
daerah. Genggaman dalam kuasa pusat denge
alasan yaitu karena madrasah berada pad
wilayah agama. Secara teknis, apabila hal i
dilakukan, berarti madrasah akan mendapi'
kan anggaran pembiayaan terbatas, sesu
dengan tradisi anggaran bidang agama.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 {¢
tang Pemerintah Daerah menyatakan, otono"
daerah hak mengurus sendiri, wewenang d“
kewajiban daerah otonom untuk mengi”
urusan pemerintahan daerah dan kepentmg{
masyarakat setempat menurut prakarsa sc_nd"‘:
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 515”“
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rum™
an tersebut sesuai dan hidup dalam pe™
lenggaraan madrasah. Salah satu urusan »*"

Sek(”lal:‘i’.:
pmxe& D:-‘- ]
paling h
PeTubh,
an dgy °
t senam'];
SUdah ha;
Ubahan‘ ;r
anajemey,
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epada daerah urusan mengenai
cbagaimand diatur d'fllam pasal 14
1Sa]am rangka menunjang pelaksa-
Di daerah diperlukan reaktualisasi
hidup dan yang menghidupi

gsal: miliki nilai-nilai positif di
o Madrasage?;zgai kelemahan yang perlu
;amP‘“g. # Kaelemaha“ madrasah karena per-
jiben®™ " pistoris dan perkembangan juri-
kembaﬂ Talh menghasilkan mutu yang rendah
gisny® 1 emennya perlu dibenahi. Namun,
an mand)® yang merupakan jiwa madrasah
' jiwa reformasi dalam
selama ini instansi
erutama  para pemegang kebijakan
endidikan memandang keberadaan
engan apriori, sehingga terkesan
aktirikan dari sisi kebijakan
gan lembaga pendidikan.
Berdasarkan latar belakang masalah,
diperlukan penellglan yang bersifat evaluatif
mfuk mengetahui keberlangsungan program
Jaksanaan otonomi pendidikan di Madrasah
hidaiyyah Terpadu As-Salam Ambon serta
{endale-kendala yang dihadapi untuk men-
fapatkan solusi demi terwujud pendidikan

berkualitas.

rerkait

am P
b st 4
madl‘aSﬂh dian

Mekna Otonomi Daerah

Otonomi bertujuan untuk memandirikan
sescorang atau suatu lembaga sehingga lem-
baga-lembaga tersebut haruslah mampu untuk
mengurus  dirinya. Untuk mencapai tujuan
lemandirian tersebut, usaha-usaha yang di-
lsaakan  pemberdayaan, ~empowerment.
(Tilear, 2004: 102). Malik Fadjar (1998: 63)
menegaskan, ketika menempatkan pendidikan
hagai proses pemberdayaan, harus dilaku-
p: refleksi filososfis tentang hakikat manu-

- Pemyataan ini memiliki implikasi bagl
zenﬁeml_’angan kehidupan sosial, budaya, poli-'
titikan ideologi, Penempatan manusia sebagal
e sentral tidak berarti bahwa pengaruh dan
SEk'l’.‘a‘? masyarakat dan lingkungannya sama

li dilepaskan, Antara manusia dan masya”

AH&IJ‘. z ! sepsi t (7]
& MlSkOn. e]) 1 Bul u Klmld SMA/A/IA Su ]
§18 ’ ra

rakat lingkyn
yan ¢ §
menerus, yanz s:tyua ,ad,a dialektika yang terus
Pendidikan Birfins Wﬁcmpeng.aruhi yang lain.
aktif antara ma i hel?agal Wacana inter-
anusia dan lingkungan
Menurut Syafarudd gannya.
pemberdava: e uddin (2002),
dayaan bersifat humanict;
terhadap berbagai pot Manistik. Pengakuan
[e « (o) | o) “
pPegawai untuk diuktuapt' fu)rdng guru atau
BinakEtan ben g I%.ds.lkzm melalui pem-
: ¥ . laan ]khm yan; k d :
serta melakukan pekeri g kondusif,
S pekerjaan secara kreati
ynder dkk (S af] ddi reatif.
yataruddin, 2002) menyatak
pemberdayaan berarti memberikan ge -
At : : gawai
> glapfekeq aan untuk dilakukan dan kebebas-
kr t'tgllmereka _untuk melakukannya secara
eatif. t1'1 be.rartl membiarkan pegawai untuk
rgleincoba 1de-1de': baru, meskipun ide tersebut
e um. pernah dipertimbangkan atau sebelum-
nya ditolak.

Para pengelola pendidikan menyimpan
harapan-harapan di era otonomi daerah (otda).
Mereka berharap pendidikan mendapatkan
perhatian karena pihak-pihak yang berwenang
mengambil keputusan untuk mengembangkan
atau tidak mengembangkan dunia pendidikan
berada dekat dengan institusi yang disebut
sekolah (Suyanto & Abbas M.S., 2004: 157-
158). Hrapan yang muncul dari para pengelola
pendidikan bukan sekedar harapan kosong,
karena mereka telah memahami makna yang
muncul sejak diberlakukan otonomi daerah

) ;
yang berimplikasi pada pelaksanaan otonomi

pendidikan.

konsep

Otonomi Pendidikan

Menurut Slamet PH. (2005: 1), otonomi
pendidikan, arti, tujuan, upaya-upaya yang
ditempuh, dan hasilnya berbeda-beda sflts‘lzal
dengan jumlah perbedaan negara yang melaku-

kan otonomi itu. Misal, USAID (2000) men-

i rah-
isi tonomi sebagal proses penye
(L e o pemerintah daerah yang

kuasaan kepada : y
i kl‘iah oleh masyarakat melalui pemm:\an
o Otonomi, Yyang dirumuskan dalam
it o ’ undang RI No.

dang-
1, ayat 7 dalam Un |
ggsell‘ahuny 2004 tentang Pemerintah l_)atzr;;\:[,l
dalah penyerahan wewenang pemerin
a
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otonom untuk mengatur dan

; daerah sy
i intahan dalam sistem Negara

s pemer
mengurus pemert .
Kesatuan Republik Indonesia. hprias

Hanson (Slamet PH., 2005) men b.'l
kan otonomi sebagai kewenanagn pengambil-
car 3 - : i
:1 keputusan tanggungjawab, dan tugas-tugas
a san, tangg

dari organisasi tingkat yang lebih tinggi ke
organisasi yang lebih rendah. Namun kebanya-
kan analis otonomi pendidikan s‘epakat de.ngarll
definisi yang ditulis Dennis Rondinelli
(Slamet PH., 2005:1), otonomi adalah penye-
rahan kewenangan dan tanggungjawab tentang
fungsi-fungsi publik dari pemerintahan pusat
ke pemerintahan daerah atau ke sektor swasta.
Daerah otonom (pemerintah daerah) memiliki
tugas dan fungsi, kewenangan dan tanggung-
jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan

pendidikan.

Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan

Otonomi bidang pendidikan belum siap
dilakukan oleh daerah-daerah tingkat kabu-
paten/kota. Selain itu, daerah-daerah itu
belum memosisikan pendidikan sebagai aspek
yang diutamakan. Ini terlihat dari penetapan
anggaran pendidikan yang masih rendah
dibanding sektor lain. Hal tersebut disampai-
kan Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas). Muljani A.
Nurhadi dalam seminar "Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pendidikan", dalam rangka
Dies Natalis ke-37 Universitas Negeri Yogya-
karta (UNY) dj kampus setempat, Sabty
( 1'9/5). Dalam melaksanakan otonomi pendi-
dikan, visi dan misi utama adalah pemberda-
yaan masyarakat dan madrasah dalam me-
ngeak;liag ak;:f:::tir:lepe'!'nbel?j?rfn di madrasah.
tingan (stakclli)oldn Peiikipang berkepen-

i ers) terhadap muty layanan
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i angun Kesej
dan misi untuk memb ‘gl b Jahter%
masyarakat sesual nilai sosial-budaya, Pot

ckonomi dan SDM. Kepentingan Pemerimnq
dalam pendidikan untuk mencerdas.kan ban,,
yang diterjemahkan ke dalam kel?ljgkan %
didikan secara nasional yang meryadl Visi g,
misi pengelola pendidikan di Fmg_kat DUs;
(Departemen), propinsi (Kanwnl/Dmas) &y
kabupaten (Kandep/Sub-Dinas). Peran Euf

dan kepala sekolah mengem.bal? misi g,

ketiga stakeholders tersebut di tingkat Sel

lah. Untuk mengendalikan pelayanan Peng;

dikan yang diselenggarakan oleh lembag;

pendidikan kepentingan masyarakat per)
diwakili oleh Dewan Pertimbangan Pengjg;
an Daerah (Kabupaten/Kota). Tugas Utan,
dari Dewan tersebut memberikan persety;y,
tentang organisasi, anggaran, kurikuly,
pengangkatan guru dan kepala sekolah, g,
pendirian lembaga pendidikian.

Konsep MBS diharapkan dapat mep,
atasi berbagai masalah tersebut dan seko|y
diharapkan dapat lebih leluasa dalam meng:
lola sumber daya yang dimiliki serta maki;
bersemangat dalam membuat langkah-langks

inovasi.

MBS Sebagai Manajemen Peningkatan Mutu

Konsep pengelolaan ini menekanks
kepada kemandirian dan kreatifitas sekolt
dalam mengelola potensi sumber daya pend:
dikan melalui kerja sama dengan pemerinid
dan masyarakat di dajam pengambilan kep:
tusan untuk memenuhj tujuan peningkat®
mutu sekolah. Pengelolaan sekolah ini day
disebut 7he Colaborative School Managemc!
(Caldwell & Spink) yang dikutip oleh Bed
(1992: 133-134),

Sekolah harus mampy menerjemahk?
dan [menangkap esensi kebijakan ~ makt
pendidikan serta memaham; kondisi lingkun?

harus memfomulasikamya ke dalam kebij?*
an anro, dalam bent ) program-prog®
prioritas yang haryg dan dilaksanakan ¢
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guai dengan visi dan
- oleh Sgkoa?]hwiemanajemen berbasis
o dikembangkan di Indone-
ankgan pada pemberian kewe-
aan dan kemandirian kepada

1engembangkan sumber daya
5 rangka meningkatkan mutu
. m mpuan kepemimpinan dan
L G okolah dan keterse-
Pl o kepala sekoa
?‘naiemen dayd yang memadai merupakan
3‘:”{ § e hasilan pelaksanaan mana-
1 i

at bag

keber
> Lo 1
P peingt
P

e peningkatan Mutu Berbasis
ot MPMBS)
adalah MBS dengan menggu-
| i jekatan kualitas total (TQM)
sekolah dapat melakukan pengem-
integral, atau pengembangan
a (school integrated develop-
gent) (Har Suderadjat,' 2004:142). Lebih j?uh
jlatakan pahwa magajemen yang berkualitas
i sckolah dapat diartikan bahwa input, proses
i hasil dari penyelenggar?an pendidikan
sy dengan standar yang ditetapkan dalam
orikium (quality i fact) dan memenuhi
harapan kebutuhan siswa, orang tua, dan ma-
srakat (quality in perception). Selanjutnya
fiakukan peningkatan standar secara ber-
iesinambungan dalam setiap tahun pelajaran,
| ¢hingga sekolah dapat disebut menyeleng-
urken MBS dengan pendekatan mutu
terpadu (TQM).

Manajemen peningkatan mutu berbasis
scholzh diartikan sebagai pengoordinasian dan
Fijesuaian sumber daya yang dilakukan
“ata mandiri oleh sekolah dengan melibat-
ey semua komponen kepentingan terkait

ag;n sekolah (stakeholders) secara langsung
mﬁmen{;;?ses pengambilan keputusan untuk
ey i kebutuhan mutu sekolah atau men-
Penfil'l:p sekolah dalam kerangka kebijak-
-Sela]' lk'an Nasional (Depdiknas, 2000:
mngkatkm itu H.lOdel manajemen untuk me-
ke an kualitas pendidikan yang terus
dngkan di berbagai negara, School-

nutu berbasis sekolah.

pakal
hingg?

Fahl
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Analisis Miskonsepsi Buku Kimia SMA/MA. Surati

ﬁiifi?ﬁ?geme"t (SBM) yang dalam bahasa
(MBS). M ']lseibpt manajemen berbasis sekolah
nomi cian 1C<a|m MBS sekolah diberikan oto-
sumber da 3 “‘j"esan.dalam mengelola semua

aya yang dimiliki untuk meningkat-

kan kinerja menuj .
d enuju 1 3
dikan. Ju peningkatan mutu pendi-

1. TQM dalam Pendidikan

Disebutkan  dalam Undang-undan
berfungsi mengemb Wak L S
jouthor oy Wg angkan kemampuan dan

atak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Fungsi, misi dan kebijakan
pendidikan nasional untuk menghasilkan sum-
ber daya manusia yang bermutu memerlukan
sistem pengelolaan pendidikan secara keselu-
ruhan dan berorientasi kepada mutu. Hal ini
dikenal dengan manajemen mutu terpadu
(MMT). Istilah tersebut telah lebih populer
dalam dunia bisnis dan industri dengan istilah
Total Quality Management (TQM).

TQM dalam pendidikan mengutamakan
pelajar atau program perbaikan sekolah yang
dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif.
Penckanan manajemen mutu terpadu dalam
programnya dapat mengubah kultur sekolah.
Hari Suderadjat (2004:142) mengatakan,
esensi TQM adalah perubahan budaya, dimana
gagasan tentang kualitas harus berada dalam
hati dan pikiran orang-orang dalam organisasi

sekolah (budaya mutu).
2. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

MBS bertujuan untuk memberdayakan
sekolah, terutama sumber daya manusianyd
(kepala sekolah, guru, karyaw?n, siswa, orang
tua siswa, dan masyarakat sekxta@ya), melalui
pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sulm-
ber daya lain untuk memecabk.an peros.oalim
yang dihadapi sekolah (Umaidi, 200 .d A)h
Selain itu, atah & Mohamma

Nanang F g
(2003: 15) menyebutkan bahwa tujuan .
adalah agar sekolah memiliki otonomi dan
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kat (local stakeholders)

masyara el
ctc)r/fibul'an yang tinggl. Menurut
2003: 25), tujuan MBS untuk

tu, dan pemerataan

partisipasi
mempunyal k
E. Mulyasa ( ek

ingkatkan efisienst, I '
neningkatkan € ’ :
;) ndidikan. Ditegaskan oleh Sudarwan Danim
e an.

(2002: 23) bahwa tujuan L.ltama MBSdmclall((;l;
kan perbaikan atas Kinerja sekolah dan E ;
berdampak pada peningkatan mutu hasl
belajar siswa.
3. Karakteristik Manajemen Berbasis Seko-
lah
Manajemen berbasis sekolah (MB-S)
terkait dengan sekolah efektif (effective
school). Gerakan sekolah efektif mensyaratkan
ada keleluasaan sekolah untuk mengelola dan
mengambil keputusan secara mandiri. Karena
itu MBS merupakan struktur dasar bagi
terselenggaranya model sekolah efektif yang
lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses
pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih
berkualitas.

4. Ruang Lingkup Manajemen Sekolah

Thomas Suyatno (2003: 81) menyatakan
bahwa manajemen sekolah kondisi kinerja
pemimpin sekolah, para guru, karyawan, dan
pihak lain yang terlibat dalam proses mana-
jemen untuk mencapai tujuan yang telah di-
tetapkan sebelumnya, dilihat dari keterkaitan-
nya dengan perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, pengendalian, dan penggunaan
semua sumber daya manusia, orang, sarana
dan prasarana pendidikan. Secara sederhana
Hamid Muhammad (2004:5) menyebutkan
bahwa manajemen sekolah adalah pengelolaan
sekolah yang dilakukan dengan dan melaluj
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan
sekolah secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan elaksanaan i
daerah dan desentralisasli) pendidikan ?;22:;21
men sekolah lebih diarahkan kepaéa mana-
Jemen berbasis sekolah (MBS). Melalui MBS
sekolah memiliki kemandirian, keluwesan,
dalam rangka mengelola sumber ¢
menjadi lebih berkyal; el

ualitas. E. Mulyasa (2003:

242 |

Fakultq

D

R

penting dalam i,

2 Juli-Desember 2014: 237-248

hal
39) mengungkapkan ; Dlg
mc)ntaSi manajemen berbasis sekolah May,

jemen terhadap komponen-komponen Sekg),

itu. Beberapa aspek manajemen sekolah Var

perlu mendapat perhatian sehingga terey,
efektivitas, efisiensi, dan produktivitag Sek,

lah.
5 Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikg),

Madrasah sebagai lembaga pendidig,,
Islam tidak mungkin terhindar’dari perubah,,
perubahan yang terjadi di sekltarpya. Sebag;
lembaga pendidikan, madrasah dituntut har,
mampu melakukan PeTUbah@ jcerhadap ma,
syarakatnya. Keharusan seperti itu selams
belum terlihat dengan jelas. Semangat ot
mi daerah secara langsung maupun tig,
langsung dapat memberikan inspirasi by,
bagi madrasah untuk melakukan perubahy
Banyak pengamat menyepakati, madrasah
Indonesia merupakan perkembangan [ebj
lanjut atau pembaharuan dari lembaga peng;
dikan Islam sebelumnya, pesantren. Walaupy
ada perbedaan waktu dari sisi munculny;
institusi pesantren dan madrasah di Indonesi;
namun keduanya memiliki kesamaan.

Menurut Masykuri Abdillah dala
(Ikhwanuddin Syarief, dkk.: 2002), di tahu
1950 sejumlah ulama memperkenalkan sisten
madrasah dengan penerapan sistem klasikd
sesuai dengan sistem Barat, dan sebagian dai
mereka bahkan memperkenalkan ilmu penge
tahuan umum. Selanjutnya sejak kemerde
kaan Indonesia tahun 1945, sebagian best
Pesantren menerapkan pendidikan deng
sistem madrasah, dan kini terus berkemba:
sejalan dengan perkembangan sosial yang ad?

Madrasah selanjutnya menempuh nast
yang berbeda dengan pesantren, perubah?’
politik telah membawa madrasah pada per”
bahan status yang memberikan harapan. He
ini berrpula sejak ditandatangani SKB Ti¢
Me.rxterl, Menteri Dalam Negeri, Menteri P¢”
gfdlkan dan Kebudayaan, dan Menteri Aga™
s;hta!llfn 1'975. Kemudian kedudukan madr®

i dikuatkan |agj dengan PP No. -

s llmu Tarbiyah dgn Keguruan (FITK) 141N A7



Tahun 1990, dan SK Mendikbud Nomor:
0437/U/l992 dan No. 054/U/1993. SK-SK ini

ditindaklanjuti dengan SK Menag fesioms
penyelenggaraan MI dan MTs.

Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Upaya penyetaraan kedudukan madrasah
dengan sekolah merupakan prestgsi tersendiri
bagi pemerintah ya_ng perlu dipuji, karena
dengan penyetaraan itu lulusan MI dapat me-
|anjutkan ke SMP, lulusan MTs dapat me-
anjutkan ke SMA, dan lulusan MA dapat me-
|anjutkan ke Perguruan Tinggi umum
cermasuk PTN. Di sisi lain hal ini membawa
ronsekuensi keharusan adan revisi kurikulum
madrasah yang kini menjadi sekolah umum
plus. (Masykuri Abdillah dalam Tkhwanuddin
Syarief, dkk.; 2002: 413).

Berkaitan dengan hal ini, perlu dikemu-
kakan keberadaan pendidikan pesantren dalam
konteks sistem pendidikan nasional. Memang
pendidikan di pesantren sudah terintegrasi
dengan sistem pendidikan nasional sesuai
dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan mad-
rasah sesuai dengan pasal 30 ayat 2 dan 4.
Ayat 2 menyebutkan bahwa: “Pendidikan
keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat yang me-
mahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama”.
Ayat 4 menyebutkan: “Pendidikan keagamaan
berbentuk pendidikan diniyah, pesantren,
pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain
yang sejenis”, Pendidikan keagamaan dalam
UU ini dipahami sebagai pendidikan madrasah
yang menerapkan kurikulum nasional. Namun,
secara eksplisit pendidikan pesantren belum
terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

P erkembangan dan Karakteristik Madrasah

Husni Rahim (Ikhwanuddin Syarief,
dkk ; 2002) mengungkapkan, dalam masa yang
Cukup panjang, pendidikan Islam di Indonesia
“fada di persimpangan jalan antara memper-

F
kultas iy Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon

Analisis Mt'slconsepsi Buku Kimia SMA/MA, Surati

tahankan tradisi lama dan mengadopsi per-
kembangan baru. Upaya mempertahankan
SCPCpuhnya tradisi lama berarti status quo,
menjadikan terbelakang meskipun tercapa;
?‘epuz}san emosional dan romantisme dengan
ldcntl?as pendidikan Islam masa lalu, Meng-
adopsi perkembangan baru begitu saja berarti
mengesampingkan akar sejati dan nilai auten-
tik dari sejarah pendidikan [slam, walaupun
!)erhasil memenuhi kebutuhan pragmatis men-
Jaw.ab tantangan sesaat dari lingkungan
sekitar. Situasi ini tercermin dalam kebi-
ngungan dan ketidakjelasan arah dan tujuan
modernisasi pendidikan Islam selama ini.

Karakter islami lembaga pendidikan
Islam, seperti madrasah, merupakan identitas
utama yang harus tercermin dalam kurikulum
dan proses pendidikan. Karakter islami, yang
pertama dan utama, berarti kesadaran sebagai
pribadi muslim untuk menjalankan secara
konsisten perintah dan larangan agama dalam
segala situasi dan kondisi, termasuk di ling-
kungan madrasah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
evaluasi (evaluation research), dengan salah
satu model evaluasi model CIPP yang dikem-
bangkan oleh Stufflebeam dan menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif.

Sasaran yang diambil dalam evaluasi
program Model CIPP: (1) evaluasi konteks
dengan sasaran keadaan geografis madrasah,
permintaan masyarakat terhadap pendidikan di
madrasah, dukungan atau partisipasi masya-
rakat di madrasah, kebijaksanaan pemerintah,
aspirasi masyarakat, dan status sosial ekonomi
masyarakat, (2) evalusi input dengan sasaran;
visi madrasah, misi madrasah, tujuan mad-
rasah, sasaran madrasah, program madrasah,
potensi sumber daya madrasah, karakteristi.k
siswa, penerapan dan pengembangan Kuri-
kulum nasional, dan sikap kemandirian mad-
rasah, (3) evaluasi proses dengan sasaran;
pengambilan keputusan, pengelolfclan kelem!)a-
gaan, pengelolaan program, belajar mengajar,
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kerjasama dan partisipasi, akunta-
! keterbukaan, dan keber-
jan (4) evaluasi produk
asi akademik dan pres-

evaluasi, !
bilitas, kemandirian,
lanjutan program, ¢
dengan sasaran, prest

tasi non akademik. R
Evalusai program ini dilakukan untuk

mendapatkan informasi yang mcn(lulu.m 'lcr—
hadap fenomena tertentu, mcnd'csknp.k;lkim
pelaksanaan Otonomi Pendidikan di Madrasah
Ibtidaiyvah Terpadu As-Salam Ambon. :

§liﬂ1b¢r informasi penelitian ini terdiri
dari kev informan dan informan. Kepala mad-
rasah dan pengurus yayasan sebagai key
informan, sedangkan guru, orang tua peserta
didik, dan masyarakat sebagai informan.
Penentuan sumber informasi dilakukan dengan
purposive, yaitu berdasarkan tujuan penelitian,
dan smowball sample, informan yang telah
diwawancarai diminta untuk menunjukkan
informan berikutnya.

Data-data yang sudah terkumpul dalam
penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan
model analisis interaktif yang dikembangkan
oleh Miles & Huberman (1994). Ada empat
komponen analisis yang dilakukan dengan
model ini: pengumpulan data, reduksi data,
display data, dan penarikan kesimpulan/veri-
fikasi. Masing-masing komponen berinteraksi
dan membentuk suatu siklus.

Langkah-langkah analisis atau klasi-
fikasi dan kriteria penilaian yang digunakan
untuk pengambilan keputusan;

I. - Memberi kode pada masing-masing butir
yang terlaksana dengan kode A, B, C, D,
dap E. Adapun kategori untuk setiap butir
yaitu: (a) Kategori Istimewa dengan kode
A, (b) Kategori Amar baik dengan kode
B, (¢) Kategori Baik dengan kode C (d)
Kategori Cukup dengan kode D dar; (e)
Kategori Kurang dengan kode E.’

2. Melakukan interpretasi data dengan cara
membandingkan g analisis dep
Standar keberhasi]an: (a) Kategori Ism%::]
wa, kondisj Program/perencanaan prog-
ram/pelaksanaan program/hasil prograrrgl/
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1

peran dan tanggung J’dWﬂh warga
sah telah selesai/sangat mcn(h.llf.uy,;“
hasil tanpa cacat (sangat mcmuask;n,j )
Kategori Amat Baik. kondisi Progr,
perencanaan program/pelaksanaan Pre
ram/hasil program/peran dan tang,
jawab warga madrasah telah selesyj,
dukung/berhasil ~ (memuaskan) (Jr;,d,'/
sebagian kecil masih bisa diting),,
tetapi tidak mendesak, (c) Kategori /;,7"/
kondisi program/perencanaan  prog,
pelaksanaan program/hasil programyp,.,
dan tanggung jawab warga madrasah 1,
selesai/mendukung/berhasil (memua:),
dengan peningkatan sebagian keci] ;.
mendesak, (d) Kategori Cukup: kopg
program/perencanaan program/pelaks;;,
an program/hasil program/peran dan tzp,
gung jawab warga madrasah sebag,
kecil telah selesai/mendukung/berh;;
(memuaskan) dengan sebagian b,
ditingkatkan dan mendesak, (e) Kateg
Kurang, kondisi program/perencanz;
program/pelaksanaan program/hasil proy
ram/peran dan tanggung jawab warg;
madrasah belum dilaksanakan/dicapa:
respon yang ditunjukkan (kurang mer
dukung).

2, Juli-1 Yesember 2014; 2. 37-248

Hasil Penelitian
1. Tahapan Proses
a. Pengambilan Keputusan

Otonomi pendidikan yang dikembang
kan di MIT As-Salam kota Ambon, pros#
pengambilan keputusan inj merupakan sal¢
satu aspek yang diterapkan oleh madras!
dalam setiap mengambil kebijakan melibatk?
Warga madrasah dan masyarakat deng?
Sémangat demokratisasi._

b. Pengelolaan Kelembagaan

i P ms‘fs pengelolaan kelembagaan lane
ah 'strategls dan menjadi prioritas dal’’
meningkatkan kualitas layanan pendidiki"i
Program pengelolaan kelembagaan tersebV
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acul kepada visi dan misi. Dengan penge-
kelembagaan yang mapan dalam penge.-
on lembaga dan dinamis dalam perumusap
ram-program madrasah, peningkatan
P tu pendidikan tercapai. MIT As-Salam
mubon telah memiliki struktur organisasi
;n;u yang dikembangkan atas dasar kepen-
A gan madrasah dengan mengacu rambuy-
tl"~bu ketentuan pemerintah daerah, Dinag
. jikan dan Kebudayaan. Bentuk struktur

anisasi dengan segala komponen/bidang
(elah memerhatlkan aspek desentralisasi dan
onomi madrasah, penyelel}ggaraan pendidik-
& mengoptimalkan potensi madrasah/daerah.
Keorganisasian m_adra_sah juga mempertim-
pangkan asas‘eﬁswnm dfm efektivitas kerja
S8 bagian/bldang/fungSI dalam keorganisa-
Gan madrasah telah berjalan secara fungsional
dan bersinergi.

c. Pengelolaan Program

Program kerja MIT As-Salam Ambon
telah dibuat secara bertahap dan berkelanjut-
on. Pelaksanaan program madrasah telah me-
libatkan warga madrasah sesuai dengan sasa-
ran yang dicanangkan. Untuk program kerja
yang persifat akademik misalnya peningkatan
sistem pengajaran oleh para guru telah dapat
dilaksanakan dengan baik termasuk program
kerja yang bersifat non akademik seperti
bidang IMTAQ, kesenian, olah raga, dan lain-
lsin telah didukung sepenuhnya oleh warga
madrasah.

Program MIT As-Salam Ambon telah
dibuat dengan tolok ukur atau indikator ke-
berhasilan yang jelas dan terukur. Secara
kuantitas program tersebut dibuat dengan
variasi dan jumlah sesuai dengan potensi dan
kemampuan madrasah. Pelaksanaan program
keia, MIT As-Salam Ambon menerapkan
beberapa strategi sesuai dengan sasaran yang
akan dicapai. Strategi pelaksanaan yang di-
rencanakan didasarkan atas potensi dan
kemampuan madrasah serta pentahapannya.
Disamping itu, program kerja dilaksanakan

dengan strategi lain seperti analisis SWOT.

Fakultas f1py, Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon

nalisis Misk onsepsi Buku Kimia SM, AMA Sttt

d. Ptoses Da g
Proses Pembelajaran

Proses '

S€S pembelajaran dj

kota  Ambon s'p ¢ i T e

AR sudah cukup lancar dan berhasil
5> Pelaksanaannya melibatkan te ’

profesional.. Gury da]

Jaran telah mel

atau  inovasj

naga guru
am melakukan pembela-
g(';lkulfan perubahan-perubahan
si_swa. Hal ini tseurclli‘ha(tlcig:??kapcrkeg‘bavgan
dilakukan dengan multimedj ‘pC.m Clajarén
e Eamein it edia sehingga lebih
e
i . aln itu guru telah mengem-
?élgtkap sistem evaluasi baku untuk mengukur
I;kasd:;iiks.lswa baik akademik maupun non
Pengelolaan kelas memperhatikan per-
bedaan kemampuan siswa, dan diaplikasikan
da}am proses pembelajaran. Agar tidak terjadi
kejenuhan siwa, MIT As-Salam kota Ambon
melakukan rotasi duduk siswa dengan me-
mfarbatikan gender. Kelas dibuat sebagai
miniatur organisasi yang dikelola sebagaimana
mestinya. Pembimbingan siswa dilakukan ber-
dasarkan program pembimbingan dalam rang-
ka peningkatan kemampuan/prestasi siswa.
Model pembimbingan siswa yang dikem-
bangkan oleh madrasah/guru melayani perbe-
daan kemampuan intelektual, ekonomi, dan
perilaku siswa.

e. Evaluasi

MIT As-Salam Ambon menyelengara-
kan evaluasi di setiap tengah semester dan
akhir semester sesuai dengan kalender akade-
mik. Pelaksanaannya madrasah sepenuhnya
menoptimalkan sumber daya madrasah yang
ada. Instrumen soal yang dipergunakan untuk
evaluasi siswa menggunakan standar madrasah

dan nasional.
f. Kerjasama dan Partisipasi

MIT As-Salam Ambon memiliki kerja
sama dengan masyarakat terinstitusi, stgke-
holders, masyarakat lain, lembaga, Qan ins-
tansi terkait secara sinergis serta saling me-
nguntungkan tanpa ada ikatan yang mem-

beratkan sebelah pihak.
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Implementasi kerjasama atau partisi-
pasi tersebut difasilitasi oleh madrasah terkait
dengan kepentingan lembaga lain/masyarakat
\-an:g memberikan bantuan baik berupa dana,
barang atau pemikiran. Madrasah selalu pro-
aktif dalam menggalang kelancaran dan
kelanggengan kerjasama dengan cara, antara
lain, mengadakan pertemuan baik formal
maupun informal secara teratur/kontinu.

MIT As-Salam Ambon mengupayakan
peningkatan peran serta masyarakat melalui
pendekatan dengan pejabat daerah, tokoh
masyarakat, dan dunia usaha Semuanya diajak
kerja sama dalam rangka untuk meningkatkan
peranaannya dalam pengelolaan pendidikan di
sekolah.

Upaya meningkatkan peranserta ma-
syarakat tersebut secara umum dilakukan
dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi
masalah yang berkaitan dengan peningkatan
peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pen-
didikan di madrasah; (2) melibatkan masya-
rakat dalam proses kegiatan pendidikan di
madrasah secara aktif: dan (3) penguatan
perlakuan peningkatan peranserta masyarakat
dalam proses pendidikan di madrasah melalui
menjalin  hubungan baik dan mengadakan
pertemuan dengan yang bersangkutan.

g. Akuntabilitas

Pelaksanaan otonomi pendidikan di
madrasah diperlukan aspek manajemen ten-
tang akuntabilitas, terutama menyangkut
program madrasah dan keuangan madrasah.
Terkait dengan pertanggungjawaban program,
madrasah dalam membuat, melaksanakan, dan
hasil-hasil dari program kerja madrasah di-
sampaikan atau diberitahukan kepada semua
warga madrasah dan masyarakat terkait.
Bentuk pertanggungjawaban ini dilakukan
dengan format proposal, progress report,
laporan akhir, dan leaflet. Mekanisme per-
tanggungjawaban dilakukan melalui rapat,
upacara, loka karya, dan melalui media.

Perencanaan keuangan madrasah untuk
pembiayaan program madrasah dilakukan ber-
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sama warga madrasah dan masyarak
hal ini majelis madrasah sebagaj =
masyarakat. Hal ini menyangkut SUmby, l;,
maupun perincian rencana penggunaan | Gy,
membelanjakan  dan menggunakay, dlﬂr'
diketahui oleh warga madrasah da, m;fr;—.
rakat. Madrasah juga mempertanggy gjaa:'.'}‘
kan keuangan mulai dari perencanaap , °
gunaa, sampai dengan akhir prograr,
warga madrasah dan masyarakat.

Rencana Anggaran Pendapata,
Belanja Madrasah (RAPBM) merupaka,, d
kebijakan dalam pengelolaan keuangan
rasah. RAPBM MIT As-Salam Amp,
susun berdasarkan program kerja tahup,,
madrasah dan dengan membuat duggg
sumber dana dan jumlah anggaran Yany
diperlukan serta mengacu pada RAPBM tahy,
sebelumnya. Penyusunan RAPBM diselesy;.
kan dalam beberapa kali perundingan melaly
pencermatan, dan dugaan serta analisis te.
hadap beberapa program kegiatan dengay
menggunakan skala prioritas dan perkiray
biaya yang dibutuhkan. Perundingan terseby
melibatkan seluruh komponen madrasah. Hg
pertemuan tersebut kemudian diajukan lagi ke
rapat pleno dengan semua wali murid untu
mendapatkan kepastian berapa kesanggupa
dana yang akan diberikan untuk biaya pendi-
dikan putra-putrinya.

g,
Peryy.

kcpii

Mag.

0

h. Kemandirian

Program otonomi pendidikan menuntu
madrasah semakin mandiri sesuai dengan
semangat otonomi dan desentralisasi mad-
rasah yang sejak awal memang sudah terbias:
dengan sistem swadaya. Madrasah tidak kest
litan menyelenggarakan pendidikannya. Proses
penggalian dana melibatkan semua war?
madrasah dan lembaga pendamping, yayas®
dan majelis madrasah. Untuk kebutuhan peng
galian dana tersebut, madrasah menyediaka’
fasilitas/alat/instrumen seperti proposal daf

VCD profil madrasah yang dikirimkan kepad?
donatur.




 Keterbukaan

pelaksanaan otonomi pendidikan, mad-
4 gituntut juga bersikap transparan dalam
rasd ogram maupun keuangan khususnya
pal Pun bidang-bidang lain. Untuk kebut uhm;
m ukaan inis madrasah membuat wadah
keteli( nenamnpung aspirasi warga madrasah
tu asyarakat' Ada mekanisme yang jelas
gan 1:13drasah dalam memberikan informasi
ja semua pihak tentang sasaran, progran,
kepa (euangan misalnya dengan menggelar
r::at atau pertemuan.

Jmplikasi dari keterbukaan madrasah
st erikan kepuasan kepada warga mad-
1mah WA masyarakat, karena memperoleh
ﬁonn asi yang cukup tentang program madra-
s maupun keuangan madrasah. Disamping
iy, Warga madrasah .dan masyarakat diberikan
\esempatan komplain atau protes terhadap
EREEESRPIDSIIT, Matpun penggunaan
jeuangan madarsah.

j. Keberlanjutan Program

Program otonomi pendidikan memberi-
kan keleluasaan kepada madrasah untuk selalu
berusaha meningkatkan —mutu pendidikan,
dimana program-program yang dicanangkan
dan dijalankan dapat bersifat terus menerus
hingga dicapai suatu tingkat kualitas yang
maksimal, akademik maupun non akademik.

Upaya keberlanjutan program dilaku-
kan dengan merumuskan sasaran lanjutan,
dimana terdapat program-program yang belum
sepenuhnya dapat terlaksana. Setelah program
terdahulu sudah terlaksana maksimal, madra-
sah merumuskan program lanjutan dari sasaran
yang dibuat sebagai lanjutan program
stbelumnya, Selain itu, madrasah merumuskan

Program baru sesuai dengan sasaran baru yang
dl'C‘flnélngkan.

2 Tahapan Produk

a. Prestasi Akademik Siswa

tery Prestasi kademik siswa MIT As-Salam
Madi peningkatan untuk seluruh mata pela-

R
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jaran y

o ang di-UN-kan seb

alam dokumen hasil
SIswWa dalam nilaj
pelajaran,

agaimana tampak
evaluasi hail belajar
raport untuk seluruh mata

b. Prestasi Non Akademik
Di MIT 3-Qal-
beberapa aspckl n(/)\l: :}‘(J(I;(jlr:mlll:m (bl(m lt'crdapat
ll?adrasah menyiapkan fasilita.;'. oniﬁ)r;?arﬁg?
SIswa yang nantinya bisa dimanf"tk}'D s
Bt aatkan ber-
a guru olahraga, (2) kesenian; madrasah
glen}’lapkan fasilitas kesenian, (3) motivasi
stl\?;r;yt::giar:iaitta;:;nipgkatan motivgsi belajar
ai dengan meningkatnya
Sémangat dan prestasi-prestasi akademik
Siswa, (4) kebersihan, keindahan, dan kea-
manan madrasah; lingkungan madrasah di
dalam maupun di luar madrasah bertambah
bersih, aman dari gangguan luar, dan madrasah
semakin indah, (5) tatakrama; ada tata tertib
yang diterbitkan madrasah untuk dijalankan
oleh siswa menyangkut tatakrama kehidupan
madrasah. Siswa diberikan pembinaan tentang
tatakrama, integrasi dengan PBM dan di-
selenggarakan secara khusus. Ada peningkatan
tatakrama siswa baik sesama teman maupun
terhadap guru, (6) kedisiplinan warga madra-
sah; ketaatan warga madrasah terhadap pera-
turan madrasah semakin meningkat, jumlah
pelanggaran oleh warga madrasah sedikit.

Simpulan

Hasil penelitian: (1) proses pengambilan
keputusan telah berjalan dengan baik, karen.a
sesuai dengan rambu-rambu yang telah di-
sepakati, (2) proses pengelolaan kelembagaan
berjalan dengan baik, (3) proses pengelolag
program baik, karena telah meh?atkan selur
warga madrasah (guru/pegawal), @) prgs.is
pembelajaran telah dilaksangkan dquar;( z:n;
(5) proses evaluasi telah berjalan baik, alru 5
madrasah telah mengembangl;a;agggi Ev:esuai

stasi akademik dan non '

gi:;lgan kurikulum, (6) proses k;aarljhast?:l\;n(:i
partisipasi sudah baik, karena te

jaringan kerjasama dengan pihak—pihak terkait
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masyarakat, (7) proﬁscs
baik, karena dapat mem-
hadap warga madrasah,
, madrasah sudah bagus,
madrasah

Jebih-lebih dengan
akuntabilitas telah
perikan kepuasan t.cr
(8) proses kcnmndmard e
e d‘ ber-sumber dana,
mengenai penggalian sumbe .d‘ 2
anfa: sumber daya madrasan,

pemanfaatan g e

pengadaan unit  produksi,

bukaan madrasah sudah baik,.kar(.:na pemf:[;
faatan wadah informasi yang dlsedlakanhund :
menampung aspirasi warga madr-asa 12(1)

masyarakat dan berjalan secara optimal, ( : )
prosés keberlanjutan program sudah bal.k,
kepala madrasah beserta warga madrasah lain
selalu melakukan inovasi-inovasi baru untuk
membenahi program yang sudah ada, (11) nilai
ujian dan nilai raport siswa sudah mengalami

peningkatan yang signifikan
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